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MOTTO 
 
ْْوُدِصْف َُتلاوَْْطوًافْوَخُْهوُعْذْاوْاَهِح َْلاْصْإَْدْع َبِْضْرَلأاْئِفاِْْىرَقِْللهْاَْتَمْحَْرّْنِإْاًعَمٌْبْْنِّم
َْنيِنِسْحُمْلا 
ْ“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdo’alah kepada Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
 
(Q.S.AL-‘ARAF: 56) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
Dilambangkan  
Tidak Dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث S|a S| Es (engan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H{a H{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka Dan Ha 
د Dal D De 
ذ Z|ai Z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ix 
 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  Dan Ye 
ص S}ad S} Es (dengan titik di bawah) 
ض D}ad D{ De (dengan titik di bawah) 
ط T}a T} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a Z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘Ain …’… Koma Terbalik Di Atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
x 
 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf 
Latin 
Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, 
yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى  ……أ Fathah 
dan ya 
Ai a dan i 
  و  ...... أ Fathah 
dan wau 
Au a dan u 
   
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
xi 
 
3. Maddah 
 Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي ……. ْأ  Fathah dan 
alif atau ya 
a>   a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i>   i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u>   u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah 
atau dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata 
itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa 
Arab 
Transliterasi 
xii 
 
1. ةضور لافطلأا  Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, 
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu      
لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
 
xiii 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 امو حممد لاإ لوسر  Wa ma> Muhaamdun illa> 
rasu>l 
 دمحلا لله بر نيملاعلا  Al-hamdu lillhi rabbil 
'a>lami>na 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  
yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa 
Arab 
Transliterasi 
1 نإوْللهاْوهلْنيقزارلاريخ  Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
2 اوفوأف ليكلا نازيملاو  Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
IMAM MAHDI, NIM: 15.21.21.020, “Analisis Mahs}hlah}ah Mursalah 
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang 
Batas Usia Perkawinan” Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif yang dilatar 
belakangi ketika tiga Ibu rumah tangga mengajukan permohonan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk merevisi batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 
Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang ketentuannya telah dianggap 
diskriminasi dan merugikan serta melanggar hak konstitusional khususnya bagi 
kaum perempuan. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni: Apa pertimbangan 
hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Putusan Nomor 22/PUU-
XV/2017 ? Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ?. Sedangkan manfaat penelitian adalah 
diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pada pemikiran dibidang ilmu 
hukum, khususnya tentang pertimbangan hakim MK dalam menetapkan Putusan 
Nomor 22/PUU-XV/2017 dan tinjauan maslahah mursalah terhadap Putusan 
Nomor 22/PUU-XV/2017. 
Peneliti menggunakan sumber data sekunder dalam hal ini yakni Putusan 
MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan 
menggunakan pendekatan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan teknik dokumentasi. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penulis menemukan dua 
Pertimbangan Hukum yaitu Pertimbangan Hukum Yuridis dan Sosiologis. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas minimal 
usia menikah lebih tepat dengan mas{lah{ah dari segi kebutuhan yaitu mas{lah{ah 
dharuriyat, dasar pertimbangan hakim sesuai dengan kebutuhan pokok dalam 
kehidupan manusia yaitu memberikan solusi kepada pembentuk Undang-Undang 
untuk menyamakan usia perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak 
yakni 18 tahun. Dengan mengutamakan lima aspek syariat untuk mewujudkan 
kemas}lah}atan. Kemudian dari segi mencari dan menetapkan hukum sejalan 
dengan teori mas{lah{ah mursalah sebab Pertimbangan hukum mahkamah untuk 
memutus perkara terkait batas minimal usia menikah tiada lain untuk menciptakan 
kemas}lah}atan sesuai kebutuhan kondisi masyarakat. 
 
Kata kunci: Perkawinan, Mahs}hlah}ah Mursalah.  
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ABSTRACT 
 
IMAM MAHDI, NIM: 15.21.21.020 "Analysis of Mahs}hlah}ah Mursalah 
Against Decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017 
Concerning Marriage Age Limit" This thesis is the result of qualitative research 
which is motivated when three housewives submit a request to the Constitutional 
Court to revise the marriage age limit in Article 7 paragraph 1 of the Marriage 
Law of 1974, the provisions of which have been considered discriminatory and 
harmful and violate constitutional rights, especially for women . Formulation of 
the Problem of this research are: What are the considerations of the Constitutional 
Court judges in determining Decision Number 22 / PUU-XV / 2017? How is the 
problem analysis of the Constitutional Court Ruling Number 22 / PUU-XV / 
2017?. While the benefits of the research are expected to contribute to the 
thinking in the field of law, in particular the consideration of the Constitutional 
Court judge in deciding Decision No. 22 / PUU-XV / 2017 and reviewing the 
ratification of judgment on Decision No. 22 / PUU-XV / 2017. 
Researchers use secondary data sources in this case the Constitutional 
Court Decision Number 22/PUU-XV/2017. This research is a qualitative research 
and uses a normative approach. The data collection method uses documentation 
techniques. 
The result of the study concluded that the author found two legal 
considerations namely judicial and sociological legal considerations. The 
Constitutional Court Decree Number 22/PUU-XV/2017 regarding the minimum 
age of marriage is more appropriate with mas{lah{ah in terms of need is mas{lah{ah 
dharuriyat, the basis of judicial consideration in accordance with the basic needs 
of human life is provides a solution for the lawmakers to equate marriages with 
the 18-year-old Child Protection Law. By focusing on five aspects of Shari'a to 
create unity. Then in terms of finding and setting the law in line with the theory of 
mas{lah{ah for the sake of judicial consideration of the court to decide the matter of 
the minimum age of marriage is nothing more than to create equality with the 
needs of the people. 
 
 
Keywords: Marriage, Mahs}hlah}ah Mursalah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan atau perkawinan merupakan impian dari setiap orang. 
Nikah berasal dari kata nakaha dan zawwaja sesuai dengan makna 
harfiahnya, dapat kita gambarkan definisi perkawinan yang berarti 
berhimpunnya dua insan yang semula mereka adalah dua bagian yang 
terpisah, kemudian dengan perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang 
utuh dan saling melengkapi.
1
 Perkawinan adalah ikatan yang suci dan sakral 
karena menyatukan laki-laki dan perempuan dalam akad dan berjanji untuk 
hidup bersama sampai maut memisahkan.  
Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 
Sedangkan  menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni perkawinan 
menurut hukum Islam  adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 
                                                 
1
 Kaharuddin, Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan 
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 
2015, hlm. 1. 
2
  Lihat Pasal 1 UU  No. 1 Tahun 1974. 
2 
 
miitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya 
adalah ibadah.
3
  
Demi mencapai poin-poin kemaslahatan, pernikahan mempunyai 
ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan 
keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun 
pernikahan, agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan 
batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan 
pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak 
terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan ‘aqil pada kedua mempelai.4 
Seorang laki-laki dapat dikatakan baligh ketika ia sudah mimpi basah, 
sedangkan bagi seorang perempuan dapat dikatakan baligh ketika ia sudah 
haidh. Selain itu, kategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama 
Syafi’i dan Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk laki-laki dan 
perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun, 
sementara Hanafi menetapkan usia baligh laki-laki adalah 18 tahun dan 
perempuan 17 tahun.
5
 Sedangkan batas usia nikah menurut Hukum Positif 
adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
6
 
                                                 
3
  Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. 
4
 Asep Saepudin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi, (Jakarta; Kencana, 
2013), hlm. 43-44. 
5
 Elly Surya Indah, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan 
UU No. 1 Tahun 1974”, Skripsi, Universitas Islam  Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2008. 
6
 Lihat Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. 
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 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi 
perkawinan anak menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan 
dimana 23% anak perempuan menikah dibawah usia 18 tahun. Pada 2017, 
presentase perkawinan anak sudah mencapai 25,17%. Jika dilihat dari 
sebaran wilayah, maka terdapat 23 Provinsi yang memiliki angka 
perkawinan anak diatas angka Nasional.
7
 
Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja yang seharusnya 
menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. 
Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa 
dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa. 
Praktik perkawinan usia anak seringkali menimbulkan dampak buruk 
terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak 
perempuan dan anak-anak mereka.
8
 Perkawinan usia anak menyebabkan 
kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian 
yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak 
perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Selain itu, anak 
perempuan yang telah menikah cenderung memiliki tingkat pendidikan 
yang lebih rendah. Perkawinan pada usia muda membebani anak 
                                                 
       
7
 Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
“Perkawinan Anak Mengancam Ketahanan Nasional Dan Menghambat Tumbuh Kembang Anak” 
dikutip dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2078/perkawinan-anak-
mengancam-ketahanan-nasional-dan-menghambat-tumbuh-kembang-anak diakses 11 Mei 2019. 
        
8
 Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, (Jakarta 
:Badan Pusat Statistik, 2012), hlm. 11. 
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perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, 
dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa.
9
 
Dari dampak perkawinan anak tersebut, tiga Ibu rumah tangga 
yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan ketentuan batas usia 
nikah pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mereka 
mengajukan permohonan Uji UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan terhadap UUD Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. 
Ketiga Ibu rumah tangga itu diantaranya Endang Warsinah sebagai 
pemohon I, Maryanti sebagai pemohon II, dan Rasminah sebagai pemohon 
III.
10
 
Pemohon I (Endang Warsinah) merasa dirugikan dengan 
berlakunya ketentuan batas usia nikah pada UU Nomor 1 Tahun 1974. 
Saat masih berumur 14 tahun, Pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya 
dengan Pria duda berusia 37 tahun yang mempunyai anak 1. Padahal 
waktu itu Pemohon 1 masih dalam kondisi anak dengan pendidikan kelas 
2 SMP dan harus putus sekolah serta kehilangan kesempatan untuk 
menyelesaikan Wajib belajar 12 tahun. Pasca menikah, Pemohon I juga 
mendapat masalah ekonomi, karena hanya dinafkahi Rp. 20.000,- per hari 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah kebutuhan anak tirinya.
11
 
Kerugian yang dialami oleh pemohon II (Maryanti) diantaranya 
dinikahkan ketika usia anak yakni 14 tahun dan belum tamat SD. Pemohon 
                                                 
       
9
 Ibid., hlm. 12. 
      
10
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 1. 
      
11
 Ibid. 
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II dinikahkan dengan pria berumur 33 tahun atas keinginan orang tuanya. 
Selain kehilangan hak pendidikan, pemohon II juga mengalami keguguran 
saat hamil pada usianya yang masih tergolong anak yakni 15 tahun, dan 
mengalami keguguran untuk yang kedua kalinya pada saat dia berumur 16 
tahun.
12
 
Pemohon III (Rasminah) juga merasa dirugikan dengan ketentuan 
batas usia nikah tersebut. Pemohon III dinikahkan orang tuanya pada usia 
13 tahun ketika baru tamat SD, dengan laki-laki yang berumur 25 tahun. 
Berbeda dengan adiknya yang dapat menikah pada usia 19 tahun serta 
dapat menentukan pilihannya sendiri. Pemohon III telah menikah empat 
kali, dua pernikahan awal adalah kehendak orang tuanya, dan karena 
pendidikan yang tidak tuntas hingga wajib belajar 12 tahun maka 
Pemohon III kesulitan dalam mencari pekerjaan, akibatnya harus 
menggantungkan diri dengan suami yang dapat membiayai hidupnya.
13
 
Isi dari Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yakni 
memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama belum 
dilakukan perubahan maka ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan masih tetap 
berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang 
waktu yang telah ditentukan.
14
 
                                                 
       
12
 Ibid.. hlm. 7-8. 
       
13
 Ibid.. hlm. 9. 
14
 Ibid.. hlm. 59-60. 
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Dengan adanya Putusan MK tersebut maka merubah peraturan 
tentang batas usia anak perempuan untuk melakukan perkawinan. Tetapi 
MK tidak menetapkan berapa batas usia anak perempuan untuk melakukan 
perkawinan. Pemerintah dengan DPR telah menetapkan batas usia 
perkawinan yang semula laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 
tahun kini menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam UU 
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan. 
Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 
tentang pertimbangan hakim MK dalam memutus perkara permohonan 
pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengkaji 
putusan MK dengan maslahah mursalah. 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian diatas, agar menjadi bahan pertimbangan dalam 
melanjutkan penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba untuk lebih 
berhati-hati dalam membuat batasan pertanyaan yang lebih mengacu pada 
dasar rumusan masalah yaitu sebagai berikut : 
1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan 
Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 ? 
2. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : 
7 
 
1. Mengetahui Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam 
menetapkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. 
2. Mengetahui tinjauan maslahah mursalah terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 
pada khazanah pemikiran di bidang ilmu hukum.  Khususnya tentang 
pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Putusan 
Nomor 22/PUU-XV/2017 dan tinjauan maslahah mursalah terhadap 
Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. 
2. Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana, 
diskusi dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi 
para mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam 
IAIN Surakarta khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya. 
b. Menambah ilmu dan wawasan tentang segala hal yang berkaitan 
dengan konstitusi dan integrasinya dengan Maslahah Mursalah 
sebagai suatu manhaj dalam hukum Islam. 
c. Guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan (S-1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Syariah) 
E. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Mas}lah}ah Mursalah 
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a. Pengertian Mas}lah}ah Mursalah  
Secara bahasa, kata Mas}hlah}ah berasal dari bahasa arab dan 
telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 
“maslahat,” yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang 
membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Sedang kata 
Mursalah berarti terlepas bebas, tidak ada dalil agama (Qur’an dan 
Hadits) yang membolehkan atau melarangnya. Mas}lah}ah Mursalah 
yang dimaksudkan oleh ahli ushul fiqh adalah menetapkan hukum 
suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma’nya, 
dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara’ 
tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau menetapkan hukum 
syara’ kepada suatu kasus yang tidak ada nash atau ijma’ atas 
dasar memelihara kemaslahatan.
15
  
Mas}lah}ah adalah identik dengan manfaat, baik dari segi 
lafal maupun makna. Dalam lisan al-Arab, kata shalah dan 
mas}lah}ah adalah bentuk tunggal dari kata mas}halih. Setiap sesuatu 
yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari 
kemudaratan adalah kemaslahatan.
16
 
Imam Al-Ghazali meringkaskan definisi mas}lah}ah dengan 
mengatakan bahwa pada prinsipnya mas}lah}ah berarti “mengambil 
                                                 
15
 Riyal Fuadi, Buku Daras Ushul Fiqih, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 89-
90. 
16
 Jamal al-Banna, Memahami Paradigma Fiqh Moderat, terj. Hasibullah Satrawi dan 
Zuhairi Misrawi, (Jakarta: Erlangga, t.t.), hlm. 59. 
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manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-
tujuan syari’ah”.17 
b. Syarat-syarat Mas}lah}ah Mursalah  sebagai Metode Istinbath  
Hukum Islam 
 Dalam melakukan istinbath dengan menggunakan metode 
mas}lah}ah mursalah, terdapat beberapa persyaratan ekstra ketat 
yang harus dipenuhi, dengan persyaratan-persyaratan itu adanya 
kemungkinan bahwa mas}lah}ah mursalah akan disalahgunakan oleh 
berbagai pihak.
18
 Untuk memakai metode mas}lah}ah mursalah 
secara benar, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat 
yaitu sebagai berikut:
19
 
1)  Adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung 
kemas}lah}atan dan pokok (paradigma) mas}lah}ah universal yang 
disebut ushul, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath’i 
sehingga sejalan dengan mas}lah}ah yang menjadi tujuan syarak 
meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun. 
2) Kemas}lah}atan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya 
paradigma mas}lah}ah yang dapat diterima secara universal oleh 
para ahli logika. 
                                                 
17
 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer, (Yogyakarta: 
Teras, 2011), hlm. 93. 
18
 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group,2015). hlm. 151. 
19
 Hamka Haq,  Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-
Muwafaqat, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 250-251. 
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3) Dalam penggunaannya, mas}lah}ah dapat menghilangkan 
kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia 
mengalami kesulitan itu. 
F. Tinjauan Pustaka 
Ada beberapa skripsi dan yang penulis temukan yang mana juga 
membahas tentang batas usia nikah seperti skripsi yang ditulis oleh Irfa’ 
Amalia dengan judul “Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum 
Islam Ditinjau Dengan Konsep Imam Mas}lah}ah mursalah As-Syathiby dan 
Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mas}lah}ah mursalah Imam As-
Syathiby dan Imam Al-Thufi)” disimpulkan adalah bahwa jika dilihat 
dengan konsep mashlahah Imam al-Syathiby, pembatasan usia nikah 19 
tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sudah merupakan 
mashlahah, karena tidak bertetangan dengan nash dan tidak ada nash 
khusus yang bisa dijadikan kiblat untuk ber-qiyâs. Sementara jika dilihat 
dengan konsep mashlahah Imam al-Thufi hal ini masuk dalam kategori 
mashlahah mulghah karena di dalamnya mengandung mafsadah yakni 
kehamilan pasca menikah di usia muda membahayakan keselamatan ibu 
dan bayi. Selain it, usia laki-laki 19 tahun danperempuan 16 tahun merupakan 
usia yang belum ideal dan belum dianggap dewasa. Sehingga jika pernikahan 
dilangsungkan pada ranah usia tersebut, dampak yang mungkin terjadi adalah 
adanya instabilitas dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga.
20
 
                                                 
20
 Irfa’ Amalia, “Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau 
Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam As-Syathiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif 
Konsep Mashlahah Mursalah Imam As-Syathiby dan Imam Al-Thufi)”, Skripsi, UIN Walisongo 
Semarang, 2017. 
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Sehingga berbeda dengan penelitian ini karena objek penelitian 
yang peneliti gunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
22/PUU-XV/2017, sedangkan skripsi diatas objek penelitiannya adalah 
KHI. Walaupun sama-sama menggunakan teori mas}lah}ah mursalah namun 
peneliti tidak menggunakan konsep perbandingan seperti skripsi diatas 
yang membandingkan konsep mas}lah}ah mursalah Imam As-Syatihibi 
dengan konsep maslahah mursalah Imam Al-Thufi. 
Skripsi yang ditulis oleh Boga Kharisma dengan judul 
“Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU 
Nomor 1 Tahun 1974”21 yang membahas tentang analisis serta hambatan 
mengenai implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan 
UU Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menyebutkan bahwa pembatasan 
usia menikah menghapuskan kekaburan penafsiran batas minimal usia 
menikah, baik yang terdapat dalam hukum Islam dan mengatasi masalah 
kependudukan serta factor hambatan implementasi dalam batas usia 
perkawinan adalah faktor lingkungan, ekonomi, sosial, agama, pendidikan, 
dan budaya. Berdasarkan pasal tersebut perempuan hanya boleh 
melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun dan usia 19 
tahun bagi laki-laki dengan ketentuan mendapat izin dari orang tua  Sehingga 
berbeda dengan penelitian ini yang membahas batas usia nikah ditinjau 
dengan teori mas}lah}ah mursalah, walaupun sama-sama membahas usia 
nikah. 
                                                 
21
 Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan 
UU Nomor 1 Tahun 1974”, Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017. 
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Skripsi yang ditulis oleh Lukman Nur Hakim dengan judul 
“Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli 
Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74-PUU-XII/2014”22 yang 
memaparkan tentang pendapat para ahli terhadap putusan Mahkamah 
Kontitusi Nomor 30-74-PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia 
pernikahan yang dikaji dari aspek yuridis, psikologis, kesehatan, dan 
pendidikan, dapat disimpulkan para ahli menghendaki rekonstruksi batas 
usia nikah pada UU Perkawinan serta menyatakan bahwa menikah di usia 
16 tahun berdampak negatif terhadap kesehatan dan psikologi anak. 
sehingga berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017  yang ditinjau dengan 
teori Mas}lah}ah mursalah walaupun sama-sama membahas batas usia 
nikah. 
Skripsi yang ditulis oleh Deaniz Twolahifebri dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin Dalam Perspektif 
Perlindungan Anak”23, yang memaparkan keterkaitan antara penetapan 
batas usia kawin dengan upaya perlindungan hak anak.Penelitiannya 
menyatakan bahwa dalam UU Perkawinan telah dilakukan tujuan 
penetapan batas usia kawin, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak 
jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat 
                                                 
22
 Lukman Nur Hakim, “Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat 
Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74-PUU-XII/2014”, Skripsi, UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang, 2016. 
23
 Deaniz Twolahifebri, “Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin Dalam 
Perspektif Perlindungan Anak”, Skripsi, Universitas Jember, 2014. 
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mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 
perceraian. Mengenai hak dan akibat pernikahan dini dan keterkaitan 
antara UU perkawinan dan UU Perlindungan anak dapat dipastikan 
merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak 
hidup sebagai remaja yang berpotensi tumbuh berkembang dan berpotensi 
secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama. Sehingga berbeda 
dengan penelitian ini yang membahas batas usia nikah ditinjau dengan 
teori Mas}lah}ah mursalah. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian literer (pustaka) dengan 
menggunakan pendekatan normatif yaitu mengacu pada norma hukum 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 
Mahkamah Konstitusi. 
2. Sumber Data 
Berkenaan dengan sumber data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini, maka peneliti menggunakan sumber data sekunder. 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, dan literatur lain 
14 
 
yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.
24
 Sumber 
data sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum Sekunder biasanya berupa pendapat 
hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, 
hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait 
dalam penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya 
digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 
primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti 
akan terbantu untuk memahami/ mengalisis bahan hukum 
primer.
25
 Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti adalah 
artikel ilmiah, jurnal, skripsi terdahulu, buku-buku dan website. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang 
mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan 
                                                 
24
 Rianto Adi, Aspek Hukum Dalam Penelitian. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, 2015). hlm. 37. 
25
 Peter Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 
2009), hal. 93. 
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hukum lainnya.
26
 Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti 
adalah internet, surat kabar, dan kamus hukum. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 
maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi (metode 
dokumenter). Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan 
beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan 
catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, 
gambar atau karya-karya monumental seseorang.
27
 Dalam penelitian 
ini dokumen yang digunakan antara lain adalah KHI, Undang-Undang 
Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 
dan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian. 
4. Teknik Analisis Data 
Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu 
adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan 
pendekatan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:
28
 
a. Reduksi Data 
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
                                                 
26
 Ibid., hal. 94. 
27
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2011), hlm. 240. 
28
Ibid., hlm. 247-253. 
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memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 
mencarinya bila diperlukan. 
b. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 
untuk melakukan penyajian data adalah dengan teks yang bersifat 
naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk 
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 
c. Conclusion Drawing / Verification 
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 
sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 
diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 
interaktif, hipotesis atau teori. 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan sistematika 
penulisan sebagai berikut : 
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Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II berisi Landasan Teori, yang terdiri dari tinjauan umum perkawinan 
dan mas}lah}ah mursalah. Pada subbab pertama akan dibahas tentang 
perkawinan, dengan subbab antara lain: pengertian perkawinan, dasar 
hukum perkawinan, syarat rukun perkawinan dan batas usia perkawinan. 
Subbab kedua dibahas tentang  mas}lah}ah mursalah, dengan subbab antara 
lain:  pengertian mas}lah}ah mursalah dan syarat-syarat mas}lah}ah mursalah 
sebagai metode istinbath hukum Islam. 
Bab III berisi  gambaran umum tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan 
No.  22/PUU-XV/2017. 
Bab IV berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam 
menetapkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan tinjauan mas}lah}ah 
mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
XV/2017. 
Bab V merupakan penutup dari pembahasan skripsi. Dalam bab ini, 
penulis menguraikan hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MAS}LAH}AH  
MURSALAH 
 
A.  Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
 Perkawinan dalam bahasa indonesia berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
1
 Perkawinan disebut 
juga “Pernikahan”, berasal dari kata Nikah (حاكن)  yang menurut 
bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan 
untuk arti bersetubuh (wathi).
2
 
       Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-
Nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.
3
 Allah 
Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 
       َنْوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِّلُك ْنِمَو                                  
“Dan segala sesuatu  kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 
mengingat (kebesaran Allah)”. 4 
 
Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi pernikahan 
diantaranya menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshary :
5
 
                                                 
       
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 10/Cet. IV 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 512. 
       
2
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media  Group, 2003) 
       
3
 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Cairo: Dar El-Fath, 2015), hlm, 149. 
       
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971), hlm. 862. 
19 
 
 َوُى اًعْرَش ُحاَكِّنلا                     ِِهوَْنَ ْوأ ٍحاَكْنا ِظْفَِلب ٍئْطَو َةَحَاِبا ُن َّمَضَت َي ٌدْقَع  
Nikah menurut istilah syara‟ ialah akad yang mengandung ketentuan 
hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan 
kata-kata yang semakna dengannya. 
 
      Dalam memberikan makna nikah, para ulama madzhab 
mendefinisikannya secara variatif. Ulama Syafi‟iyyah berpendapat 
bahwa kata nikah itu berarti akad dalam sebagai arti yang 
sesungguhnya (haqiqi), dan berarti wathi (hubungan kelamin), sebagai 
arti kiasan (majazy). Sebaliknya, ulama Hanafiyyah berpendapat 
bahwa nikah secara hakiki berarti wathi (hubungan kelamin). Dan akad 
sebagai arti majazy yang memerlukan penjelasan untuk maksud 
tersebut. Sementara ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan 
kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti 
hakikatnya.
6
 
 Masih dalam kaitan definisi perkawinan kita juga bisa melihat 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia. 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam 
Kompilasi Hukum Islam : 
Bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
                                                                                                                                     
       
5
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras), (Jakarta: KENCANA Prenada 
Media Group, 2003), hlm. 8. 
6
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-Undang Perkawinan,  (Jakarta, Kencana, 2009), hlm. 37. 
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(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Perkawinan : 
Akad yang sangat kuat atau mis|a>qan gali>z}an untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. 
       Dari beberapa penjelasan mengenai perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas 
maka perkawinan adalah suatu ikatan / akad yang kuat (mis|aqan 
gali>z}an) yang dilakukan pihak laki-laki (suami) dengan pihak wanita 
(sebagai istri) untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia 
mendapatkan keturunan, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa 
sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai 
sifat-sifat keagamaan sehingga dapat terealisasinya keseimbangan 
dalam kehidupan bernegara dan beragama. 
2. Dasar Hukum Perkawinan 
 Adapun dasar hukum yang memerintahkan seseorang untuk 
menikah terdapat dalam Al-Qur‟an. Diantaranya sebagaimana yang 
tercantum di bawah ini : 
1) QS. An-Nur [24]: 32 
 َءآَرَق ُف اُونوُكَي ْنِإ ,ْمُكِئآَمإَو ْمُِكداَبِع ْنِم َْيِْحِل َّصلاَو ْمُكْنِم ََىيمَلأْا اوُحِكْنأَو
   ٌميِلَع ٌعِساو ُوَّللاَو ,ِوِلْضَف ْنِم ُوَّللا ُمِهِنْغ ُي                                 
Artinya : 
dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
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sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-
Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.
7
 
 
2) QS. An-Nahl [16]: 72 
 ْمُكَل َلَعَجَو اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َلَعَج ُوَّللاَو  َيَِْنب ْمُكِجاَوَْزأ ْن ِّم
 ِِنبَو َنوُنِمْؤ ُي ِلِطاَبْلاِبََفأ ِتاَبِّيَّطلا َن ِّم ْمُكَقَزَرَو ًةَدَفَحَو َنوُرُفْكَي ْمُى ِوَّللا ِتَمْع  
Artinya : 
“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri 
dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan 
cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka 
mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 
mengingkari nikmat Allah?.
8
 
 
3) QS. Ar-Ruum [30]: 21 
 َسُف ْنأ ْن ِّم ْمُكَل َقَلَخ َْنأ ِِوتَاياَء ْنِمَو ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيلإ اوُنُكْسَتِّل ًجاَوَْزأ ْمُك
                          نوُر َّكَف َت ّي ٍمْوَقِّل ِتَاَيلأ َكِلَذ فِ َّنإ ًةَْحَْرَو ًةَّدَو َّم   
 Artinya :  
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 
kuffar.”.9  
 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
 Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan dan 
menjadi bagian dari perbuatan tersebut, sedangkan syarat adalah 
                                                 
       
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971). hlm. 549. 
       
8
 Ibid.. hlm. 412. 
       
9
 Ibid.. hlm. 644. 
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sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan namun berada diluar 
perbuatan itu sendiri.
10
 Rukun- rukun pernikahan diantaranya : 
a. Calon Suami atau Calon mempelai laki-laki 
 Calon suami adalah seorang laki-laki yang berakal atau 
tidak cacat mental, beragama islam, dan baligh dan mumayyis. UU 
Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang 
Perkawinan) mengatur ketentuan dewasa dalam ukuran usia yang 
tertuang dalam pasal 7 ayat (1), berbunyi “perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan) tahun 
dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. 
Kemudian dirubah dengan UU  Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan 
Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun untuk pihak laki-
laki dan perempuan. 
Apabila mempelai yang hendak melangsungkan 
perkawinan berumur kurang dari yang ditetapkan oleh UU 
Perkawinan, kedua orang tuanya dapat mengajukan dispensasi 
kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan 
yang berbunyi, “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 
ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain 
yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.” 
b. Wali Nikah 
                                                 
       
10
 Yafie, “Adat Memberi Hibah  Pelumpat dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, 
Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul,” Jurnal Al Ahwal, (Yogyakarta) Vol. Nomor 2, 2014, hlm. 
157. 
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 Kehadiran wali nikah yang menikahkan menurut Jumhur 
Ulama hukumnya wajib sebagaimana Hadist Rasulullah SAW 
yang berbunyi: 
 ِدْبَع ُنْب ُكْي ِرَش َانَر َبْخَا.ٍرْجُح ُنْب ُّيِلَع اَنَش َّدَح  َو .َق اَحْسِا ِْبَِا ْنَع ِللها اَنَش َّدَح
اَوَعْو َُبا َان َر َبْخَا .ُةَبْي َت ُقاَن َث َّدَحو.َقاَحْسِا ِْبَِا ْنَع ََةن .ٌرَدْن ُب ْهَم ُنْي ِنَْحَّْرلاُدْبَع اَن َثّدَح ِد
 َِيز ِبَِا ُنْب ِللها ُدْبَعاَن َث َّدَحَو.َقاَحْسِا ِبَِا ْنَع،َلِْيئ َارْسِا ْنَع ٍى ُنْب ُدْيَز َان َر َبْحَا.ًدآ
 َلَاق،َلَاق ىَسْوُم ِبَِا ْنَع،َةَدْر ُب ْبَِا بَا ْنَع ٍباَبُح  َع ُللها َّلَص ِللها ُلْوُسَر ،،َمَّلَسَو ِوْيَل
.،،ٍِّلَِوِب َّلاِا َحاَكَِنلا  ِنْب َناَرْمِعَو ََةر ْيَرُى ِْبَِاَو ٍس اَّبَع ِنْباَو َةَشِئ اَع ْنَع ِباَيْلا ِفَِو
 ٍسََناَو ٍْيَْصُح.  
Artinya: 
“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah 
memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq dan Qutaibah 
menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada 
kami dari Abu Ishaq dan Bundar telah menceritakan kepada kami, 
Abdur Rahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami dari 
Israil dari Abu Ishaq dan Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan 
kepada kami,Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari 
Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Hardah dari Abi Musa berkata; 
Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan 
wali.”Di dalam bab ini, ada hadist yang diriwayatkan dari Aisyah, 
Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Imran bin Husain dan Anas.
11
 
  
                                                 
       
11
 Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi, Tarjamah Sunan At-Tirmidzi, Terj. Moh Zuhri, dkk. 
(Semarang: Asy Syifa‟, 1992), hlm. 423-424. 
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Demikian pula Pasal 19 KHI mengatur bahwa “Wali nikah dalam 
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya” 
c. Saksi 
 Kehadiran saksi dalam pernikahan adalah wajib karena 
merupakan salah satu rukun nikah. Tugas dari saksi dalam 
pernikahan adalah menyaksikan langsung prosesi pernikahan dan 
mensahkan atau tidaknya perkawinan tersebut. KHI mengatur 
mengenai saksi dalam nikah yakni dalam pasal 24 ayat (1) dan (2), 
“Saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan 
akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang 
saksi.” Pasal diatas menjelaskan bahwa kedudukan wali dalam 
akad nikah hukumnya wajib, serta jumlah saksi adalah dua orang. 
d. Ijab Qabul 
 Akad nikah adalah proses ritual pernikahan yang paling inti 
yaitu merupakan Ijab yang diucapkan oleh wali yang 
menikahkannya, dan Qabul yaitu jawaban yang diucapkan 
mempelai pria atas Ijab dari wali tersebut yang disaksikan oleh dua 
orang saksi. Prosesi  Ijab Qabul dalam akad harus menggunakan 
bahasa yang jelas dan dimengerti baik oleh wali dan mempelai 
laki-laki. Pengucapan Qabul mempelai pria harus langsung dalam 
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satu majlis akan nikah serta tidak boleh ada jeda sedetikpun dan 
dalam satu helaan nafas.
12
 
e. Mahar 
 Mahar adalah harta, benda, jasa yang disyaratkan oleh 
mempelai wanita kepada calon suaminya untuk dipenuhi atau 
diberikan kepada mempelai wanita pada saat ijab qabul dalam 
pernikahan. Mahar dalam Islam hukumnya wajib dipenuhi sebagai 
suatu pemberian khusus kepada mempelai wanita atau calon 
istrinya. Mengenai ketentuan mahar dalam KHI pasal 30 sebagai 
berikut : “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada 
calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya 
disepakati oleh kedua belah pihak”. Artinya mahar haruslah sudah 
dalam kesepakatan kedua belah pihak. 
 Syarat-syarat dalam UU Perkawinan yang harus dipenuhi 
oleh orang yang hendak melangsungkan perkawinan 
dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 
a. Syarat Materiil 
Syarat ini merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh 
setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat 
ini berlaku umum bagi siapapun. Syarat ini meliputi: 
1) Persetujuan bebas dari kedua belah pihak 
                                                 
       
12
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munaqahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 62. 
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 Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU 
Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan 
didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. 
Dengan adanya pasal ini agar terwujudnya suatu keluarga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, pasal ini 
juga menjamin tidak adanya kawin paksa. 
2) Persyaratan Izin dari Pihak ketiga 
 Yaitu ijin yang diberikan oleh orangtua atau wali 
yang berhubungan dengan anaknya yang akan 
melangsungkan perkawinan. Ijin dari pihak ketiga ini diatur 
dalam Pasal 6 ayat (2) sampai (6). 
3) Tidak terdapat larangan kawin 
  Larangan kawin yang dimaksud bahwa perkawinan 
itu tidak boleh dilangsungkan oleh kedua mempelai yang 
ada hubungan sedarah atau tali persaudaraan seperti telah 
ditentukan dalam UU Perkawinan.
13
 
4) Syarat batasan usia perkawinan 
  Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 
umur 16 tahun.
14
 Yang kemudian dirubah menjadi umur 19 
tahun untuk kedua belah pihak berdasarkan UU Nomor 16 
                                                 
       
13
 Lihat Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
       
14
 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
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Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 
1974. Adapun terdapat penyimpangan terhadap ketentuan 
tersebut ataupun belum memenuhi batas umur yang telah 
ditentukan tersebut maka dapat dimintakan dispensasi 
kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita. 
b. Syarat Formil 
Syarat formil berkenaan dengan tatacara perkawinan yang 
diatur dalam pasal 12 UU Perkawinan Jo Pasal 3-9 PP No.7 
Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. 
4. Tujuan Perkawinan 
 Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan 
dengan berbagai bentuk anjuran. Menikah merupakan sunnah para 
nabi dan risalah para rasul. Sebagai umat kita berkewajiban untuk 
meneladani mereka. Allah Subhanahu wa ta‟ala berfirman : 
 َتَِْأي ْنأ ٍلْوُسَرِل َناَك اَمَو  ًَةيِّرُذَو اًجاَوَْزأ ُْمَلَ اَنْلَعَجَو َكِلْب َق ْن ِّم ًلاُسُر اَنْلَسَْرأ ْدَقَلَو
                ٌباَتِك ٍلَجَأ ِّلُكِل ِوَّللا ِنْذِِإب َّلاإ ٍَةياَِئب                                
Artinya : 
“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau 
(Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan 
keturunan......”.15 
 
1) Mendapatkan Keturunan 
                                                 
       
15
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971), hlm. 376. 
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 Tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan. 
Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan senang dengan 
anak. Bahkan Nabi menuntutkan agar menikahi wanita yang subur 
sehungga bisa melahirkan banyak anak. Dengan memiliki anak 
keturunan, akan memberikan jalan bagi kelanjutan generasi 
kemanusiaan di muka bumi. Allah berfirman : 
 ًةَذَفَحَو َْيَِْنب ْمُكِجاَوَْزأ ْنِم ْمُكَل َلَعَجَو اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َلَعَج ُوَّللاَو
     ِتَبِّيَّطلا َن ِّم ْمُكَقَزَرَو                                                           
Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu 
sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak 
dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik.
16
 
2) Mendapatkan ketenangan jiwa 
 Perasaan tenang, tenteram, nyaman atau disebut sebagai 
sakinah, muncul setelah menikah. Allah memberikan perasaan 
tersebut kepada laki-laki dan perempuan yang melaksanakan 
pernikahan dengan proses yang baik dan benar, karena sekedar 
menyalurkan hasrat biologis tanpa menikah tidak akan bisa 
memberikan perasaan ketenangan dalam jiwa manusia. Allah 
Berfirman : 
 ْي َب َلَعَجَو اَه ْ َيِلإ اوُنُكْسَتِّل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْن ِّم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِوَِتيآ ْنِمَو ًةَّدَو َّم ْمُكَن
                                                          ًةَْحَْرَو                    
Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia 
mencipatakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
17 
 
5. Batasan Usia Perkawinan 
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17
 Ibid., hlm. 644. 
29 
 
a. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang 
 Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang 
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang 
tua. “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua.” 
 Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan 
perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang 
berusia 16 tahun. 
“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 
(enam belas) tahun ”. itu artinya, pria dan wanita yang usianya di 
bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. 
Kemudian dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mana batas usia 
nikah menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. 
 Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 15 
dijelaskkan juga bahwa : 
1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai 
umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 
30 
 
yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan 
calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
2) Bagi calon mempelai yag belum mencapai usia 21 tahun harus 
mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), 
(3), (4), (5) Nomor 1 Tahun 1974.
18
 
 Seandainya terjadi hal-hal yang tidak terduga misalnya, 
mereka yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 
tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas (kumpul kebo, seks 
di luar nikah dan sejenisnya) itu hamil sebelum perkawinan, 
maka UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan 
kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut. 
Dalam keadaan darurat seperti itu, diperbolehkan untuk 
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak 
wanita. 
b. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam 
 Dalam diskursus fikih (Islamic Jurisprudence), tidak 
ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia nikah, 
karenanya menurut fikih semua tingkatan umur dapat 
melangsungkan perkawinan.
19
 Dasarnya Nabi Muhammad SAW 
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 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI 
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 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage), (Bandung: 
CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 11. 
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sendiri menikahi „Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan 
mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun. 
 Menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan 
„Aisyah radhiallahu „anha yang dinyatakan oleh seluruh hadits 
terjadi ketika putri Abu Bakar itu masih kanak-kanak, umat Islam 
terpolarisasi menjadi beberapa kelompok. Kelompok tradisional 
menegaskan bahwa mempraktikkan model perkawinan itu berarti 
menghidupkan sunnah Nabi (ihya’ al-sunnah). Namun kelompok 
yang lain berpendapat bahwa kebolehan menikahi gadis yang 
masih di bawah umur itu merupakan hak khusus (previliage) bagi 
Nabi SAW saja.20 Namun pendapat ini menuai banyak kritik dari 
sejawatnya para fuqaha , dasarnya tidak ada seorang pun dari 
kalangan sahabat maupun tabi‟in yang menegaskan bahwa praktik 
perkawinan Nabi dengan „Aisyah itu merupakan kekhususan. 
 Sejujurnya jika kita menengok sejarah pengundangan 
hukum Islam (Tarikh al-Tasyri>.’ al-Isla>m), maka kita akan 
menemukan fakta bahwa pembahasan ini nyaris tidak terlalu intens 
dibicarakan, pasalnya fuqaha‟ berpandangan bahwa tidak ada 
problem apapun dalam perkawinan suci tersebut. Justru yang 
banyak mengemukakan ialah kupasan dan uraian perihal 
keagungan dan keutamaan di balik perkawinan historis tersebut. 
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 Meski demikian, fuqaha‟ berbeda pendapat dalam 
memperkirakan batas usia kedewasaan di mana seseorang itu 
menjadi berstatus mukallaf  (terbebani kewajiban beragama). 
Pertama, mayoritas mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang 
itu belum dikatakan dewasa (baligh) hingga ia berusia 18 tahun.
21
 
Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wata‟ala berikut : 
                    ....ُه َّدُشَأ َغُل ْ ب َي َّتََّح ُنَسْحَأ َيِى ِتَِّلِاب َّلاِإ ِمْيِتَيْلا َلاَم اُوبَرْق َت َلاَو 
“Janganlah kamu mendekati (mempergunakan) harta anak yatim, 
kecuali dengan cara yang paling baik, sampai ia mencapai usia 
kedewasaan......”.22 
 
 Ibn Abbas menafsirkan kata Asyuddahu adalah usia 15 
tahun atau 18 tahun.
23
 Ditambahkan pula, perkembangan 
kedewasaan anak perempuan itu relatif lebih cepat setahun 
daripada anak lelaki. 
Kedua, menurut mazhab Syafi‟i dan Hambali serta 
beberapa ulama mazhab Hanafi yang lain (Abu Yusuf dan 
Muhammad Syaibani), fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 
15 tahun.  
B. Mas{lah}ah Mursalah 
1. Mas{lah}ah 
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 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak..., hlm. 20. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
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 Ibn Abbas ,”Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas”, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah: 
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a. Pengertian Mas{lah}ah 
 Secara bahasa, kata Mas}lah}ah berasal dari bahasa arab dan telah 
dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “maslahat,” yang 
berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan 
atau menolak kerusakan. Secara bahasa, kata mas}lah}ah berasal dari 
kata s{alaha-yas{luhu-s{ala>h}}an :  حلص–  حلصي–  ًحلاص  artinya sesuatu 
yang baik, bagus.
24
 
 Secara terminologis, mas}lah}ah menurut Al-Gazali adalah 
memelihara dan mewujudkan tujuan syara‟ yang berupa memelihara 
agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Bahwa setiap 
sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal 
tersebut dikualifikasi sebagai mas}lah}ah , sebaliknya setiap sesuatu 
yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai 
sebagai mafsadah, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang 
demikian dikualifikasi sebagai mas}lah}ah.25 
 Menurut al-Thufi dalam arti urf, mas}lah}ah adalah sebab yang 
membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang 
merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam 
arti syar‟i mas}lah}ah adalah sebab yang membawa kepada tujuan syar‟i 
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 Ahmad Warson Munawwir, Kamus AlMunawwir Arab Indonesia, cet. I (Surabaya: Pustaka 
Progessif, 1997), hlm. 843.  
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 Al-Gazali, Al-Mustasfa min „Ilm al-Ushu, (Beirut: Mu‟assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-1. 
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baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya mas}lah}ah 
masuk dalam cakupan maqa>s}id syari’ah.26 
b. Kehujjahan Mas}lah{ah 
 Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara‟ dalam 
menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak 
langsung dengan 5 prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu 
agama, jiwa,akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari tingkat 
kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada 5 hal tersebut.
27
 
 Dengan mengacu kepada arti terminologis, para ulama ushul fiqih 
membuat ketegorisasi mas}lah}ah  menjadi 2 tingkatan :28 
a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum 
mas}lah}ah ada 3 macam : 
1) Mas}lah}ah D}aru>riyyat 
 Adalah mas}lah}ah yang dikandung oleh segala perbuatan 
dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan 
manusia di dunia, sekiranya ia tidak ada akan rusaklah dan 
hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama 
kelima jenis mas}lah}ah yang meliputi hifz} ad-din (memelihara 
agama), hifz} an-nafs (memelihara Jiwa), hifz} al-‘aql 
(memelihara akal), hifz} an-nasb (memelihara nasab), hifz} al-
maal (memelihara harta). 
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 Abd. Rahman, Konsep al-Mashla}ha}h menurut Najmudin al-Thufi, Disertasi Doktor dalam 
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 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 327-332. 
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 Segala usaha yang langsung menjamin atau menuju kepada 
keberadaan 5 prinsip tersebut adalah baik atau mas}lah}ah dalam 
tingkat d}aru>riyyat. Karena itu Allah memerintahkan manusia 
melakukan usaha bagi pemeliharaan kebutuhan pokok tersebut, 
segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada 
atau rusaknya satu di antara 5 unsur pokok tersebut adalah 
buruk, karena itu Allah melarangnya. 
2) Mas}lah}ah H}ajiyya>t 
 Adalah mas}lah}ah yang dikandung oleh segala perbuatan 
dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan 
kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh. 
mas}lah}ah h}ajiyyat juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan 
manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya 
5 unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang 
bisa mengakibatkan kerusakan. Contoh mas}lah}ah h}ajiyyat 
adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan 
untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna 
akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. 
 Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan 
berdampak pada pengurangan atau perusakan 5 unsur pokok, 
seperti : menghina agama berdampak pemeliharaan agama, 
mogok makan berdampak pada pemeliharaan jiwa. 
3) Mas}lah}ah Tahsi>niyyat 
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 Adalah mas}lah}ah yang dikandung oleh segala perbuatan 
dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan 
kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh. 
b. Dari segi pengakuan syar‟i  
1) Mas}lah}ah Mu’tabarah 
 Yakni mas}lah}ah yang diakui secara eksplisit oleh syara‟ 
dan ditunjukkan oleh dalil (nas}) yang spesifik. Disepakati para 
ulama bahwa jenis mas}lah}ah ini merupakan h}ujjah syar’iyyah 
yang valid dan otentik. Bentuk dari penerapan jenis mas}lah}ah 
ini adalah penerapan qiyas.  
 Sebagai contoh di dalam Surat Al-Baqarah : 222 terdapat 
norma bahwa istri yang sedang menstruasi tidak boleh 
disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya 
penyakit yang ditimbulkan, bagaimanakah dengan istri yang 
nifas ? bolehkan disetubuhi oleh suaminya? Dalam masalah ini 
dapat diaplikasikan qiyas, yakni qiyas kasus istri yang sedang 
nifas kepada kasus istri yang menstruasi tersebut. 
Konsekuensinya si istri itu haram disetubuhi oleh suaminya 
karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 
Dengan disebut secara eksplisit oleh nash syara‟ maka 
mas}lah}ah yang dikehendaki oleh aplikasi qiyas tersebut 
merupakan mas}lah}ah mu’tabarah.29 
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2) Mas}lah}ah al-Mulgah 
 Yakni mas}lah}ah yang tidak diakui oleh syara‟, bahkan 
ditolak dan dianggap batil oleh syara‟. Sebagai contoh opini 
hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus 
sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan. 
Dengan mengacu kepada dasar semangat kesetaraan gender, 
dasar pikiran demikian memang bermuatan mas}lah}ah tetapi 
dinamakan al-mas}lah}ah al-mulgah.30 
3) Mas}lah}ah al-Mursalah 
 yakni mas}lah}ah yang tidak diakui secara eksplisit oleh 
syara‟ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara‟, 
tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah 
hukum yang universal. Sebagai contoh kebijakan hukum 
perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan 
demikian tidak diakui oleh syara‟ akan tetapi justru sejalan 
secara substantif dengan kaidah hukum yang universal yakni 
tas}arruf al-ima>m ‘ala al-raiyyah manu>tun bil mas}lah}ah . 
dengan demikian kebijakan tersebut mempunyai landasan 
syar‟iyyah yakni mas}lah}ah mursalah.  
c. Perbedaan Pendapat Ulama mengenai Mas}lah}ah 
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 Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan 
nash-nash syara‟, para ahli fiqh (fuqaha) terbagi dalam 3 golongan.31 
Golongan pertama, berpegang teguh kepada ketentuan nash. Golongan 
ini memahami nash hanya dari segi lahiriyahnya semata (tekstual) dan 
tidak berani memperkirakan adanya mas}lah}at dibalik suatu nash. 
Mereka dikenal dengan julukan z}a>hiri>yyah yang tidak mau menerima 
dalil qiyas. Karena itu mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak 
ada mas}lah}ah kecuali yang disebut oleh nash, dan tidak perlu mencari-
cari suatu kemaslahatan di luar nash. 
 Golongan kedua, mencari kemaslahatan dari nash yang diketahui 
tuuannya dari „illat. Karenanya mereka meng qiyaskan setiap kasus 
yang jelas mengandung suatu mas}lah}ah dengan kasus lain yang jelas 
ada ketetapan nashnya dalam mas}lah}ah tersebut. Meskipun demikian 
mereka tidak sekali-kali mengklaim sesuatu mas{lah}ah kecuali apabila 
didukung oleh adanya bukti dari dalil khas. Sehingga tidak tercampur 
aduk antara sesuatu yang dianggap mas}lah}ah, karena dorongan hawa 
nafsu dengan mas}lah}ah yang hakiki. Dengan demikian tidak ada 
mas}lah}ah yang dipandang mu‟tabarah (dapat diterima) kecuali apabila 
dikuatkan oleh nash khas atau sumber hukum pokok yang khas. Dan 
pada umumnya yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu 
mas}lah}ah ialah illat qiyas. 
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 Golongan ketiga, menetapkan suatu mas}lah}ah harus ditempatkan 
pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu 
dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, 
keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini tidak harus didukung 
oleh sumber dalil yang khusus sehingga bisa disebut qiyas, tapi 
sebagai dalil berdiri sendiri yang dinamakan mas}lah}ah mursalah.  
Jumhur ulama banyak yang menerima mas{lah{ah mursalah sebagai 
salah satu metode untuk mengistimba>t{hkan hukum Islam. Adapun 
alasan-alasannya sebagai berikut:
32 
a. Hasil pemikiran terhadap ayat atau hadits menyatakan bahwa 
setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. 
b. Kemalahatan dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan zaman. 
c. Kemaslahatan yang dijadikan sebagai dalil adalah suatu rujukan 
yang dilihat oleh ulama dari beberapa perilaku para sahabat. 
Dengan demikian, jumhur ulama sepakat bahwa mas}lah}ah dapat 
diterima dalam fiqh Islam, dan setiap mas}lah}ah wajib diambil sebagai 
sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat 
dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash serta maqashid 
syari‟ah. 
2. Mas{lah}ah Mursalah 
Pengarang Kamus Lisan Al-„Arab menjelaskan dua arti 
pertama, al mas{hlah{ah yang berarti al-shala\h. Kedua, al-mas{lah}ah 
                                                 
       
32
  Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos, 1996, hlm. 123-124. 
40 
 
yang berarti bentuk tunggal dari al-masha\lih.33 Penjelasan beberapa 
makna al-mas{lah}ah dari segi bahasa mengandung arti yang sama yaitu 
manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses. Manfaat yang 
dimaksud adalah mengantarkan kepada kenikmatan dan faedah 
ataupun penjagaan terhadap kenikmatan dengan cara menjaganya dari 
kemudharatan dan sebab-sebabnya. 
Mas{lah}ah merupakan perbuatan atau segala sesuatu yang 
mendorong manusia kepada kebaikan (manfaat). Sebagai contoh 
perdagangan mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu 
mengandung manfaat maknawi. Maka dalam suatu perdagangan dan 
menuntut ilmu merupakan penyebab diperolehnya manfaat lahir dan 
batin.
34
 Sehingga mas{lah{ah adalah segala sesuatu yang mengandung 
manfaat. Dimana manfaat tersebut mendatangkan kema}slaha}tan dan 
menolak kemudaratan.
35
 Sedangkan menurut istilah mursalah artinya 
terlepas atau bebas. Maksudnya terlepas adalah segala sesuatu yang 
boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini tidak ada ayat al-qur‟an 
atau hadist yang menolak atau menerimanya.
36
 Jadi, mas{lah{ah 
mursalah adalah suatu kebaikan (maslahat) yang tidak mempunyai 
dasar dalil dan tidak ada pembatalnya. Kebaikan tersebut tidak 
disinggung dalam syara‟, baik untuk mengerjakan atau meninggalkan. 
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Namun, apabila dikerjakan akan membawa manfaat dan 
menghindarkan pada keburukan.
37
  
Sebagian ulama ushul fiqh berbeda dalam memberikan istilah 
mas{lah{ah mursalah. Ada yang menyebut mas{lah{ah mursalah dengan 
kata al- manasib al-mursal adapula yang menggunakan kata al-
istishlah dan al-istidlal al-mursal. Meskipun ada perbedaan dalam 
penggunaan istilah, namun tujuannya sama yaitu membawa manfaat 
kebaikan sesuai tujuan syara‟ secara umum, meskipun tidak ada dalil 
yang secara khusus menolak dan menerimanya.
38
 
Mas{lah}ah mursalah merupakan suatu metode yang 
dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam mengistimba>t{hkan 
hukum.
39
 Dalam hal ini yang harus dipenuhi adalah syarat-syaratnya, 
dengan kemungkinan bahwa mas{lah{ah mursalah tidak akan 
disalahgunakan oleh berbagai pihak.
40
 Dalam mewujudkan 
kemaslahatan sesuai dengan tujuan syara‟, maka perlu adanya 
pembatasan mengenai mas{lah{ah guna menghindari penafsiran-
penafsiran pada metode mas{lah}ah dari penafsiran lain yang tidak 
sesuai dengan ketentuan nash. Menurut Imam Malik, syarat-syarat 
mas{lah}ah mursalah sebagai berikut:41 
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a) Manfaat atau kebaikan yang digunakan harus sesuai dengan objek 
dalam menggunakan mas{lah}ah mursalah. Dalam hal ini yang di 
maksud adalah tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan 
mas{lah}ah mursalah, dan keadaan yang terjadi di lapangan yang 
tidak terdapat dalam nash, alquran dan as-sunnah serta pada hal 
yang tidak didapatkan adanya ijma‟ atau qiyas yang berhubungan 
dengan kejadian tersebut. 
b) Dalil-dalil mas{lah}ah mursalah tidak meniadakan dalil-dalil pokok 
yang telah ditetapkan dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil 
qot‟iyah. 
c) Hendaknya mas{lah}ah mursalah tersebut dapat diterima oleh akal 
fikiran didalam suatu permasalahan. Dan apabila mas{lah}ah tersebut 
ditawarkan kepada cendekiawan maka mereka dapat menerimanya. 
Sedangkan menurut Imâm al-Ghazâlî maslahah mursalah 
dapat menjadi dalil dalam istinbât hukum jika memenuhi syarat-syarat 
di bawah ini, yaitu;
42
 
1) Kema}slaha}tan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori 
kebutuhan pokok (darûriyyât). Artinya, untuk menetapkan suatu 
maslahah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan 
menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (al-usûl al-
khamsah) tersebut atau tidak; 
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 Mohammad Rusfi, “Validitas masl}ah}ah mursalah sebagai Sumber Hukum”, Jurnal Al 
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2) Kema}slaha}tan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh 
disandarkan pada dugaan (zan) semata-mata. Artinya, harus 
diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kema}slaha}tan; 
3) kema}slaha}tan tersebut harus bersifat universal, yaitu k 
kema}slaha}tan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan 
kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.  
4) Kema}slaha}tan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi 
hukum Islam. 
Dengan demikian, jumhur ulama dalam menetapkan 
maslahah dapat dijadikan hujjah dalam mentapkan hukum, 
mengemukakan alasan berikut:
43
 
a) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa 
setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. 
Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiyah ayat 
107, yang berbunyi: “Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), 
kecuali untuk menjadi Rahmad bagi seluruh manusia”. Menurut 
Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila 
bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. 
b) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan 
tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat 
Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan 
menimbulkan kesulitan. 
                                                 
       
43
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c) Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa 
perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab, yang tidak 
memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut 
Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu 
Bakar mengumpulkan Al-Qur‟an sebagai salah satu kemaslahatan, 
dalam rangka melestarikan Al-Qur‟an pada satu logat bahasa, di 
zaman Usman bin Affan dilakukan demi ma}sla}hat, agar tidak 
terjadi perbedaan bacaan Al-Qur‟an itu sendiri. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 22/PUU-XV/2017 
A. Permohonan Uji Materi UU Nomor 1 Tahun 1974 
  Mahkamah konstitusi telah mengadili dan menjatuhkan putusan pada 
perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, Perkara pengajuan uji materi pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pernah 
diajukan pada tahun 2014 namun permohonan ditolak oleh Mahkamah 
Konstitusi berdasarkan pertimbangan hukum, kemudian di tahun 2017 diajukan 
kembali dengan pengajuan UU yang sama namun materi muatan dalam UUD 
1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dan permohonan tersebut dapat 
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Deskripsi putusan sebagai berikut: 
1.  Para Pihak  
Pada perkara judicial review pasal 7 (ayat 1) UU Nomor 1 tahun 1974 
terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pihak 
termohon, dan terdapat 3 (tiga) ibu rumah tangga sebagai pemohon. 
Dimana ketiga pemohon merupakan korban dari pernikahan dibawah 
umur. Adapun ketiga pemohon tersebut yaitu Pemohon I, bernama Endang 
Wasrinah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Berdomisili di Desa Pabean 
Udik, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
1
 Pemohon II, bernama Maryanti, 
berdomisili di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten 
                                                          
       1  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017..., hlm. 1. 
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Bengkulu Tengah. Bekerja sebagai ibu rumah tangga.
2
 Pemohon III, 
bernama Rasminah, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ber-alamatkan di 
Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
3
 
Pokok perkara dari permohonan ini yakni pengajuan perkara uji materi 
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
2. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi Pasal 7 Ayat (1) 
Undang- Undang Perkawinan Terhadap UUD 1945  
Permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh para pemohon adalah untuk 
mendapatkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak. 
Dalam hal ini lebih dikhususkan kepada anak perempuan di Indonesia. 
Serta untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga Negara 
baik laki-laki dan perempuan seperti yang telah di janjikan dalam UUD 
1945. Adapun alasan permohonan pengujian uji materi Pasal 7 ayat (1) 
yakni mengenai ketentuan pembedaan batas minimal usia perkawinan bagi 
laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 
semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin, hal ini merupakan salah 
satu bentuk diskriminasi.
 4
 
Pembedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan 
perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan wujud nyata tidak 
tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh 
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Adanya ketidaksamaan kedudukan dalam 
                                                          
       
2
 Ibid. 
       
3
 Ibid. 
       
4
  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017..., hlm. 15. 
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hukum pada ketentuan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan pada 
Pasal 7 ayat (1) telah mengakibatkan kerugian khususnya perempuan.
5
  
Penetapan batas minimal usia perkawinan dalam penjelasan Pasal 7 ayat 
(1) semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun nyatanya 
perkembangan dunia medis perempuan yang dinikahkan saat usia 16 tahun 
sangat rentan mengalami gangguan kesehatan terutama pada alat 
reproduksi yakni pada saat mengalami kehamilan.
6
  
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan 
pembedaan kedudukan, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak 
pendidikan, resiko eksploitasi anak, dan potensi terjadinya KDRT.
7
 Di 
berbagai Negara terdapat persamaan usia minimal menikah bagi laki-laki 
dan perempuan untuk menikah yaitu umur 18 tahun bahkan ada juga yang 
sama-sama 19 tahun.
8
 Penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat 
(1) UU No.1 Tahun 1974 merupakan open legal policy, secara jelas 
bertentangan dengan UUD 1945. Yang implikasi ditetapkanya usia 16 
tahun bagi perempuan telah merugikan hak konstitusi dimana ketentuan 
tersebut talah menciptakan ketidakadilan dan pembedaan dimata hukum 
terhadap kaum perempuan.
9
 
B.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 
1. Pertimbangan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi  
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Berdasarkan uraian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
XV/2017 maka pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang mencakup 
hal-hal tentang batas minimal usia menikah sebagai berikut: 
Pertama, dikarenakan yang dimohonkan oleh para pemohon adalah 
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian 
konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Maka Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan tersebut.
10
 
Kedua, Mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon, 
dikarenakan pemohon adalah warga Negara Indonesia yang menganggap 
hak atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 
telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 51 
ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, mahkamah sejak Putusan Nomor 
006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-
V/2007, tanggal 20 September 2007 serta Putusan selanjutnya telah 
menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni: 
a. ada hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945,  
b. hak tersebut dianggap telah merugikan, 
c. kerugian hak tersebut harus bersifat spesifik dan aktual, 
d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan dengan UU 
yang dimohonkan pengujian, 
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  Ibid., hlm. 37. 
49 
 
e. ada kemungkinan bilamana permohonan dikabulkan maka 
kerugian tidak akan terjadi lagi. 
Dari uraian permohonan a quo yang diminta oleh para pemohon dalam 
putusan maka mahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.
11
 
Ketiga, mengenai pokok permohonan, dikarenakan permohonan 
para pemohon telah jelas maka tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan 
pihak-pihak berlandaskan pasal 54 UU MK .
12
 
Keempat, dikarenakan dalam beberapa putusan yang didalamnya 
perkara menguji pasal yang sama perkara Nomor 30-74/PUU- XII/2014 
menyatakan ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan 
hukum terbuka (legal policy), pendirian tersebut sejalan dengan pendapat 
mahkamah sebelumnya, bahwa setiap kebijakan hukum yang 
memperlakukan setiap manusia atau warga Negara secara berbeda 
berdasarkan warna, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis 
kelamin maka itu bersifat diskriminasi. Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 
3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Oleh karena itu Pasal 7 ayat (1) 
terbukti merupakan legal policy yang diskriminasi, dalam hal ini menjadi 
alasan yang kuat bagi mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam 
putusan terdahulu terkait pembedaan batas minimal usia perkawinan.
13
  
Kelima, tidak didalilkan pada putusan sebelumnya bahwa Pasal 7 
ayat (1) adalah salah satu kebijakan hukum yang mengandung 
                                                          
       
11
  Ibid., hlm. 38. 
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  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017..., hlm. 40. 
       
13
  Ibid., hlm. 48-49. 
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diskriminasi atas dasar jenis kelamin.
14
 Pembedaan batas usia minimal 
perkawinan menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda 
dengan laki-laki dalam hal pemenuhan hak-hak konstitusional atau tidak 
diperlakukan sama dihadapan hukum.
15
  
Keenam, Mahkamah menegaskan bahwa kebijakan yang 
membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah 
kebijakan diskriminasi, namun penentuan batas usia perkawinan tetap 
menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang.
16
 
Ketujuh, untuk melindungi hak-hak anak dan untuk mencegah 
perkawinan pada usia anak khususnya perempuan sesuai penjelasan angka 
4 huruf d UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan 
Anak, pasal 13 UU perlindungan anak, maka majelis hakim berpendapat  
agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak terus terjadi akibat 
ketentuan Pasal 7 ayat (1), maka usia yang ditentukan dalam UU 
perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sudah 
seharusnya diterapkan dalam kebijakan hukum mengenai usia a quo pada 
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
17
 
Kedelapan, dikarenakan perlunya perubahan kebijakan batas usia 
perkawinan didasarkan pada fakta bahwa semakin meningkatnya angka 
perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi Negara dalam 
mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal yang baru yang 
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  Ibid. 
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16
  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017..., hlm. 51. 
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  Ibid., hlm. 53. 
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tertuang dalam dokumen transforming our world the 2030 agenda for 
sustainable development goals (SDGs). Berkenaan dengan perkembangan 
tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara 
sesuai yang diamanatkan oleh alinea ke empat pembukaan UUD 1945 
sehingga mahkamah berpendapat penyempurnaan terkait perubahan 
kebijakan batas usia menikah lebih dipercepat dilakukan.
18
  
Kesembilan, untuk meningkatkan batas usia perkawinan khususnya 
perempuan maka telah dilakukan pemberlakukan peraturan kepala daerah 
kabupaten maupun provinsi untuk mencegah dan mengurangi perkawinan 
dibawah umur. Peraturan tersebut sebagai berikut:
19
 
1. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 
Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.  
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 
Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.  
3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang 
Pencegahan Perkawinan Anak.  
4. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 
150/1138 Tahun 2014 Yang Menganjurkan Usia layak nikah pada 
umur 21 tahun baik perempuan maupun laki-laki.  
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Kesepuluh, tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal 
menikah didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak 
CEDAW (the convention on the elimination of all forms of discrimination 
against women). Perjanjian internasional untuk penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan melalui UU Pasal 7 Tahun 1984. Pasal 
16 ayat 1 CEDAW menyatakan:
20
 
(1) Negara pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk 
menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap 
masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan 
keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan 
perempuan terutama harus memastikan:  
a).  Hak yang sama untuk melakukan perkawinan.  
Dengan demikian mahkamah berpendapat bahwa pembentuk 
undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia 
perkawinan dengan UU perlindungan anak yang sejalan dengan UU 
ratifikasi CEDAW.  Dalam uraian terakhir pertimbangan hukum, 
mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya tiga tahun kepada 
pembentuk undang-undang untuk merevisi terhadap Pasal 7 ayat (1) 
terkait batas minimal usia menikah. Dan apabila pembentuk undang-
undang masih belum melakukan perubahan sesuai batas waktu yang 
diberikan oleh mahkamah maka batas minimal usia menikah 
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diharmonisasikan dengan usia anak sesuai yang diatur pada UU 
perlindungan anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. 
2. Amar Putusan  
Hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang 
uji materi pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 
perkawinan memutuskan bahwa Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi ketentuan pasal 7 
(ayat 1) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai 
dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, serta memerintahkan 
kepada pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 3 
tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 
1974, khususnya berkenaan dengan batas minimal perkawinan bagi 
perempuan.
 21
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BAB IV 
ANALISIS MAS}LAH{AH MURSALAH  TERHADAP PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG 
BATAS USIA PERKAWINAN 
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Batas Minimal 
Usia Perkawinan Pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017  
1. Dasar Yuridis Pertimbangan Hakim 
Seperti halnya yang telah dipaparkan Penulis dalam deskripsi Putusan 
di dalam Bab III, diketahui bahwa perkara ini merupakan perkara 
permohonan judicial review Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, maka Penulis bemaksud mengkaji dasar yuridis 
pertimbangan hukum yang digunakan mahkamah dalam memutus perkara 
pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Berikut 
uraiannya : 
a. UUD 1945 
Pertama, Pembedaan batas minimal usia perkawinan pada Pasal 7 
ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 19 tahun 
untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan telah menimbulkan 
diskriminasi dan kerugian bagi perempuan. Dimana usia yang ditentukan 
bukanlah usia yang ideal menurut tatanan masyarakat zaman sekarang.  
Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera suatu kebijakan harus 
sesuai dengan UU yang berlaku, dalam hal ini yakni UUD 1945. 
Dikarenakan UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan dalam 
55 
 
pemenuhan hak-hak konstitusional bagi warga Negara dan tidak 
membedakan kedudukan antara warga Negara didalam hukum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Hal ini dapat diartikan bahwa 
UUD 1945 melarang keras adanya tindak diskriminasi.  
Sehingga dalam ketentuan batas minimal usia menikah pada Pasal 
7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah 
menimbulkan diskriminasi kedudukan antara laki-laki dan perempuan 
sebagai warga negara didalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 Ayat (1) yang 
berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya”.1 Dengan demikian mahkamah telah 
sesuai dalam pertimbanganya mengabulkan permohonan pengajuan 
judicial review Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan terkait batas minimal usia perkawinan dengan Pasal 27 Ayat 
(1) UUD 1945. 
Kedua, pada dasarnya ketentuan terkait usia minimal perkawinan 
pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
didasarkan pada aspek kesehatan. Akan tetapi hal tersebut sudah tidak 
relevan lagi, karena menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan 
diusia 15-19 tahun beresiko dua kali lipat mengalami kematian 
dibandingan perempuan yang melahirkan diusia 20 tahun.
2
 
                                                          
1
 Lihat Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. 
2
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 41.   
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Pertimbangan hukum mahkamah menyebutkan bahwa ketentuan 
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan diskriminasi, sebab 
pembedaan batas usia minimal perkawinan tersebut menyebabkan 
perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam 
pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik 
maupun hak ekonomi, sosial, budaya sebagimana telah diatur dalam Pasal 
28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum”.3 Serta menunjukkan 
ketidaksetaraan jiwa dan raga dimana seorang perempuan yang masih 
berusia 16 tahun masih dikategorikan sebagai usia anak dan jika telah 
menikah berati pernikahan tersebut adalah pernikahan anak dibawah umur 
sedangkan laki-laki telah melewati usia anak yaitu 19 tahun. Hal ini 
didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4
 
Ketiga, pembedaan batas minimal usia perkawinan tersebut telah 
menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam mendapatkan 
hak atas pendidikan, sedangkan laki-laki diberikan kesempatan dan hak 
yang lebih besar. Perkawinan yang dilaksanakan terhadap anak perempuan 
yang masih dalam usia anak dan usia sekolah menyebabkan anak 
kehilangan hak untuk mendapat pendidikan seperti yang telah di jamin 
                                                          
       
3
 Lihat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. 
      
4
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 42. 
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dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak 
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 
demi kesejahteraan umat manusia”.5 Dan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 
yang berbunyi, “Setiap Warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
Pemerintah wajib membiayainya”.6  
Dengan demikian mahkamah dalam pertimbangan hukumnya 
membatalkan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan ada 
diskriminasi terhadap anak perempuan dalam mendapatkan hak 
pendidikan didasarkan pada Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 dan juga Pasal 
31 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah menyatakan seorang perempuan yang 
menikah diusia 16 tahun memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan 
dibandingkan laki-laki. Meskipun untuk menempuh pendidikan dasar. 
Sehingga apabila seorang warga Negara tidak menempuh pendidikan dasar 
dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya yang telah diatur Pasal 31 
ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian jika batas minimal usia perkawinan 
16 tahun bagi perempuan tetap dipertahankan, maka hal ini tidak sejalan 
dengan ketentuan pemerintah yang mewajibkan wajib belajar 12 tahun. 
Dimana seorang perempuan yang dinikahkan diusia 16 tahun akan 
kehilangan kesempatan wajib belajar 12 tahun. 
 
                                                          
       
5
 Lihat Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945. 
       
6
 Lihat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. 
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b. Undang-Undang Perlindungan Anak 
Pembedaan batas minimal usia perkawinan juga telah 
menimbulkan anak perempuan yang menikah diusia anak beresiko 
mengalami eksploitasi anak. Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang 
seringkali terjadi karena faktor kemiskinan atau tingkat ekonomi yang 
rendah, posisi anak pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk 
menolak kehendak orang tua saat dinikahkan pada usia muda. Pasal 6 ayat 
(1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, “perkawinan didasarkan atas 
persetujuan kedua calon mempelai”.7 Dari ketentuan tersebut perkawinan 
harus didasarkan pada persetujuan suka sama suka atau tanpa adanya 
tekanan dari pihak manapun. 
Dengan demikian dalam pertimbangan hukum Mahkamah 
mendasarkan pada angka 4 huruf d UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yang menyatakan, “Undang-undang ini menganut prinsip, 
bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan 
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang baik dan sehat”.  Untuk itu harus dicegah perkawinan 
dibawah umur.  Kemudian pada Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 
2014, Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak yang menyatakan :
8
 
1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
                                                          
       
7
 Lihat Pasal  6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
       
8
 Lihat Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak 
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a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; 
b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minatnya; 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi 
pekerti pada Anak. 
 Berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dibebankan kewajiban 
untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal ini 
berdasarkan ketentuan Pasal (1) angka 1 UU Perlndungan Anak, yang 
dimaksud adalah usia sebelum 18 Tahun masih tergolong usia anak. 
Mahkamah juga memberikan solusi agar ketidakpastian hukum 
perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia 
menikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, 
maka seharusnya batas minimal usia menikah pada Pasal 7 UU 
Perkawinan tersebut disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan 
dalam UU Perlindungan Anak. 
c. CEDAW  (the convention on the elimination of all forms of iscrimination 
against women).  
Tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan Pasal 7 ayat (1) UU 
Perkawinan didasarkan bahwa Indonesia salah satu pihak CEDAW (the 
convention on the elimination of all forms of discrimination against 
women). Hal ini diuraikan didalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW. 
Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Negara-negara untuk 
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menghapus diskriminasi terhadap perempuan terkait hak untuk melakukan 
perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar 
Negara menaikkan batas minimal usia perkawinan berlaku bagi laki-laki 
dan perempuan.  
Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi (UN) CEDAW 
maka mahkamah menegaskan pembentuk Undang-Undang perlu 
melakukan sinkronisasi pengaturan batas minimal usia perkawinan dengan 
UU Perlindungan Anak yang sejalan dengan UU ratifikasi CEDAW. 
Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-
hak perempuan dan anak yang secara tegas dijamin dalam UUD 1945. 
d. Putusan MK 
 Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
telah menimbulkan diskriminasi kedudukan antara laki-laki dan 
perempuan sebagai warga negara didalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 Ayat 
(1) yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya 
didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.9 Dengan mendasarkan 
pada putusan mahkamah yang sebelumnya yakni Putusan Nomor 028-
029/PUU-IV/2006 bahwa “setiap kebijakan hukum yang memperlakukan 
setiap manusia atau warga Negara secara berbeda-beda atas dasar warna 
kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin merupakan 
                                                          
       
9
 Lihat Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. 
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tindakan yang diskriminasi”.10 Selaras dengan pengertian diskriminasi 
pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia. Dasar pertimbangan hukum diatas juga dijadikan alasan bagi 
hakim untuk meninggalkan pendirian pada putusan sebelumnya terkait 
kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 
Dengan demikian mahkamah telah sesuai dalam pertimbanganya 
mengabulkan permohonan pengajuan judicial review Pasal 7 Ayat (1) UU 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait batas minimal usia 
perkawinan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. 
e. Peraturan Kepala Daerah 
Untuk meningkatkan batas minimal usia perkawinan khususnya 
perempuan, dibeberapa daerah telah melakukan pemberlakuan peraturan 
kepala daerah kabupaten maupun provinsi untuk mengurangi perkawinan 
dibawah umur antara lain: 
1. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 
yang berisi larangan menikah pada usia anak dan menganjurkan 
untuk menikah pada usia minimal 18 tahun untuk kedua calon 
mempelai. 
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor  9 Tahun 2016 
Tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang berisi larangan 
menikah pada usia anak yakni pada usia dibawah 18 tahun. 
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Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 028-029/PUU-IV/2006. 
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3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang 
Pencegahan Perkawinan Anak yang berisi tentang anjuran untuk 
menikah pada usia ideal yakni 18 tahun keatas. 
4. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 
150/1138 Tahun 2014 yang berisi anjuran menikah pada Usia layak 
nikah pada umur 21 tahun baik perempuan maupun laki-laki.  
2) Dasar Sosiologis Pertimbangan Hakim 
a. Penghapusan Diskriminasi 
Pembedaan batas minimal usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) 
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 19 tahun untuk laki-
laki dan 16 tahun untuk perempuan telah menimbulkan diskriminasi dan 
kerugian bagi perempuan. Dimana usia yang ditentukan bukanlah usia 
yang ideal menurut tatanan masyarakat zaman sekarang.  
Bukan alasan yang tepat jika dalam menentukan suatu kebijakan 
itu hanya berpacu pada jenis kelamin. Justru untuk menciptakan 
masyarakat yang sejahtera suatu kebijakan harus sesuai dengan UU yang 
berlaku, dalam hal ini yakni UUD 1945. Dikarenakan UUD 1945 
memberikan jaminan perlindungan dalam pemenuhan hak-hak 
konstitusional bagi warga Negara dan tidak membedakan kedudukan 
antara warga Negara didalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 
ayat (1). Hal ini dapat diartikan bahwa UUD 1945 melarang keras adanya 
tindak diskriminasi. Pembedaan batas usia minimal perkawinan telah 
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terbukti nyata bertentangan dengan UUD tersebut diatas, karena 
membedakan kedudukan dihadapan hukum yang menyebabkan kerugian 
bagi pihak perempuan. 
b. Mencegah Gangguan Kesehatan 
Pada dasarnya ketentuan terkait usia minimal perkawinan pada 
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
didasarkan pada aspek kesehatan. Namun perkembangan dunia medis 
yang saat ini menyatakan bahwa usia 16 tahun rentan mengalami 
gangguan kesehatan khususnya pada alat reproduksi yakni saat proses 
kehamilan. Menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan diusia 15-
19 tahun beresiko dua kali lipat mengalami kematian dibandingan 
perempuan yang melahirkan diusia 20 tahun.
11
 Usia 16 tahun bukan usia 
yang ideal bagi wanita untuk melakukan reproduksi. Dikarenakan masih 
dalam masa pertumbuhan yang memungkinkan lebih besar terjadinya 
keguguran.  Berbeda dengan laki-laki yang diberikan batas minimal usia 
pernikahannya melewati batas usia anak.  
Menurut data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15-30% 
diantara persalinan pada usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu 
obstetric fistula.
12
 Fitsula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan 
yang menyebabkan kebocoran urin atau feses kedalam vagina. Wanita 
                                                          
       
11
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 41.   
       
12 Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Jurnal 
Sari Pediatri, (Bandung) Vol. 11 Nomor 2, 2009, hlm. 138. 
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berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula, 
hal ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual diusia dini.
13
 
Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, 
kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang 
tidak diinginkan. Dengan demikian menimbulkan diskriminasi karena 
hanya laki-laki yang lebih diperhatikan kesehatannya. 
c. Memberikan Kesempatan Pendidikan 
Pembedaan batas minimal usia perkawinan tersebut telah 
menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam mendapatkan 
hak atas pendidikan, sedangkan laki-laki diberikan kesempatan dan hak 
yang lebih besar. Perkawinan yang dilaksanakan terhadap anak 
perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah menyebabkan 
anak kehilangan hak untuk mendapat pendidikan seperti yang telah di 
jamin dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945. 
Pernikahan anak menyebabkan seorang anak tidak bersekolah 
karena memiliki tanggung jawab baru yaitu mulai dari mempersiapkan 
menjadi calon ibu, mengurus rumah tangga bahkan harus mencari nafkah 
dan menjadi tulang punggung bagi keluarga.  
Menurut survey badan pusat statistic (BPS) yaitu survey sosial 
ekonomi pada tahun 2015 anak Indonesia yang dapat menyelesaikan 
pendidikan sampai jenjang SLTA sebanyak 8,88%, sedangkan anak yang 
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 Ibid., hlm. 139. 
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menikah diusia sebelum 18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan 
sampai jenjang SLTA sebanyak 91,12%.
14
  Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa semakin muda usia anak perempuan menikah maka akan semakin 
rendah pula tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak tersebut. 
Kondisi ini merupakan bukti nyata tidak terpenuhinya sistem pendidikan 
nasional di Indonesia yang menerapkan sistem wajib belajar 12 tahun bagi 
warga Negara.
15
 Jika batas minimal usia menikah 16 tahun bagi anak 
perempuan dalam Pasal tersebut tetap dipertahankan, maka anak 
perempuan tidak bisa menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk 
mendapatkan pendidikan dan berbeda dengan laki-laki yang diberikan usia 
19 tahun sehingga dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 
d. Menghilangkan Resiko Eksploitasi Anak 
Pembedaan batas minimal usia perkawinan juga telah 
menimbulkan anak perempuan yang menikah diusia anak beresiko 
mengalami eksploitasi anak. Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang 
seringkali terjadi karena faktor kemiskinan atau tingkat ekonomi yang 
rendah, posisi anak pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk 
menolak kehendak orang tua saat dinikahkan pada usia muda. 
Salah satu problem perkawinan pada anak adalah ketika anak 
dikawinkan oleh kedua orang tuanya kepada calon suami yang lebih tua 
dengan alasan ekonomi. Pada dasarnya seorang anak belum mampu 
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  Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi,...  hlm. 23. 
        15  Ibid. 
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memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang diambil termasuk 
pernikahan. Anak perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya. Karena 
anak-anak harus patuh terhadap kedua orang tuanya untuk dinikahkan 
dengan pria yang tidak dikenalnya. Eksploitasi anak bukan hanya terjadi 
pada saat menentukan akan menikah atau tidak, namun hubungan relasi 
kuasa saat perkawinan terjadi sehingga mengakibatkan adanya KDRT. 
Seringkali pernikahan anak perempuan dibawah umur dengan pria yang 
lebih tua rentan mengalami KDRT. Sehingga ketentuan pada Pasal 7 ayat 
(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas minimal usia menikah 
berpotensi besar anak perempuan menikah dengan laki-laki yang lebih tua. 
Maka dari itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 perlu 
diubah. 
e. Menghilangkan Hambatan Pembangunan Universal  
Diberbagai Negara telah menyamakan usia minimal perkawinan 
bagi laki-laki dan perempuan yaitu umur 18 tahun dan ada juga yang 19 
tahun. dengan demikian perlunya perubahan kebijakan batas usia minimal 
perkawinan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 
ini didasarkan fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan 
akan menyebabkan kesulitan bagi warga Negara dalam mewujudkan 
kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam 
dokumen transforming our world: the 2030 agenda for sustainable 
development goals (SDGs). Tujuan menyepakati dokumen SDGs adalah 
pada tahun 2030 tidak ada satu Negara pun tertinggal (no one will be left 
67 
 
behind) dalam rangka penegasan kemiskinan, salah satunya dengan 
menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam tujuan 
kelima SDGs yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 
semua perempuan dan anak perempuan. Sehingga tujuan yang pasti SDGs 
adalah untuk menghapuskan pernikahan anak.  
Berkenaan dengan tuntutan global yang telah disepakati agar sesuai 
dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam alenia kempat 
pembukaan UUD 1945, mahkamah berpendapat penyempurnaan UU 
Nomor 1 tahun 1974 terkait batas minimal usia perkawinan lebih cepat 
dilakukan.  
Dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, mahkamah 
menegaskanPasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan kebijakan 
hukum yang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, serta batas umur yang sudah 
tidak relevan lagi, namun tidaklah membuat mahkamah menjadi asal muasal 
menentukan batas minimal usia perkawinan. Penentuan batas minimal usia 
perkawinan tetap menjadi ranah pembentuk Undang-Undang.  
Dengan demikian Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 
tahun kepada pembentuk Undang-undang untuk melakukan perubahan terkait 
penentuan batas minimal usia perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 
Nomor 1 Tahun 1974 masih berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan 
terkait penentuan batas minimal usia perkawinan. Apabila dalam tenggang 
waktu yang diberikan oleh mahkamah kepada pembentuk Undang-Undang 
belum dilakukan perubahan, maka ketentuan batas minimal usia perkawinan 
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bagi perempuan dan laki-laki disamakan dengan usia anak yang diatur UU 
Perlindungan Anak yakni 18 tahun, usia tersebut berlaku bagi laki-laki dan juga 
perempuan. 
Dapat disimpulkan bahwa mahkamah dalam menetapkan pembatalan 
Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah melalui pertimbangan hukum dan juga 
bukti-bukti yang kuat, maka mahkamah mengabulkan sebagian permohonan 
dikarenakan mahkamah tidak memiliki kewenangan secara penuh untuk 
mengubah kebijakan terkait penentuan batas minimal usia perkawinan pada 
Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Karena perkara ini masuk dalam ranah 
kewenangan DPR selaku pembentuk Undang-Undang. 
B. Tinjauan Masl{ah{ah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 22/PUU-XV/2017 
Pada sub bab ini, penulis akan membahas inti dari skripsi  yaitu tinjauan 
Masl{ah{ah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
XV/2017. Penulis akan menguraikan inti dari putusan tersebut bila ditinjau dari 
Masl{ah{ah Mursalah. 
Mas{lah{ah dalam pengertian syar’i adalah meraih manfaat dan menolak 
pada kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara’. Tujuan syara’ yang 
harus dipelihara itu ada 5 syariat dalam kehidupan yaitu: memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta. Upaya meraih suatu kemanfaatan dan menolak 
pada kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’disebut juga 
mas{lah{ah. Karena tujuan syara’ dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk 
69 
 
mewujudkan kemas}lah}atan dunia dan menolak terjadinya mafsadah (kerusakan) 
bagi manusia untuk kemas}lah}atan diakhirat. 
Mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan 
Nomor 22/PUU-XV/2017, dalam membatalkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) 
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai batas minimal usia 
perkawinan, sudah terlihat secara jelas demi menghapuskan segala bentuk 
kebijakan yang bersifat diskriminasi. Dimana suatu kebijakan itu menimbulkan 
kerugian terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga Negara. 
Hak-hak tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan 
kehidupan. 
Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa pokok kajian ini masuk dalam 
kategori Mas{lah{ah dari segi kebutuhan, yaitu mas{lah{ah dharuriyat. Maslahat ini 
berhubungan dengan kebutuhan pokok kehidupan manusia. Karena dari segi 
pentingnya suatu kebijakan terkait batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 
ayat (1) UU Perkawinan harus di lakukan perubahan, demi memelihara 
kebutuhan pokok manusia yaitu mendapatkan perlindungan dalam pemenuhan 
hak- hak konstitusional warga Negara serta diperlakukan sama di hadapan 
hukum. Dengan demikian dikabulkannya permohonan judicial review Pasal 7 
ayat (1) UU Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
XV/2017 telah mengacu pada pemeliharan kelima aspek syariat suatu maslahat. 
Adapun kelima syariat tersebut sebagai berikut: 
1. Memelihara agama: Kebijakan mahkamah dalam membatalkan 
ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengenai batas minimal 
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usia perkawinan yaitu untuk menghapus tindak diskriminasi dalam hal 
pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara serta diperlakukan 
sama di dalam hukum. Dimaksudkan menjaga agama yakni 
menghindarkan dari kerusakan, karena tindak diskriminasi dapat 
menimbulkan perselisihan dan perpecahan yang akan merusak 
perdamaian yang telah dikehendaki agama. 
2. Memelihara jiwa: Agar hak kesehatan bagi perempuan yang telah di 
jamin pemenuhannya dalam UUD 1945 tercapai maka batas minimal 
usia perkawinan bagi perempuan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 
Perkawinan perlu dinaikkan. Anak perempuan yang menikah diusia 
anak beresiko mengalami eksploitasi anak. Pernikahan yang dilakukan 
oleh seseorang seringkali terjadi karena faktor kemiskinan atau tingkat 
ekonomi yang rendah, posisi anak pada saat itu tidak memiliki 
kemampuan untuk menolak kehendak orang tua saat dinikahkan pada 
usia muda. Eksploitasi anak bukan hanya terjadi pada saat menentukan 
akan menikah atau tidak, namun hubungan relasi kuasa saat 
perkawinan terjadi sehingga mengakibatkan adanya KDRT. Seringkali 
pernikahan anak perempuan dibawah umur dengan pria yang lebih tua 
rentan mengalami KDRT.  
3. Memelihara akal: Untuk menghilangkan ketertinggalan posisi 
perempuan dalam hal pendidikan dengan laki-laki, maka batas minimal 
usia perkawinan perlu dinaikkan. Agar bukan hanya laki-laki yang 
dapat menikmati wajib belajar 12 tahun, namun perempuan juga dapat 
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merasakan pemenuhan hak memperoleh pendidikan wajib belajar 12 
tahun yang telah diberikan oleh UUD 1945.  
4. Memelihara harta: Dari segi ekonomi yaitu hak tumbuh dan 
berkembang, karena pada dasarnya harta seorang anak adalah 
menikmati masa kecilnya sebagai seorang anak. Usia 16 tahun 
merupakan usia tumbuh dan perkembang seorang anak. Anak memiliki 
hak untuk tumbuh menjadi besar, bermain, mendapat kasih sayang. 
Dalam hal ini cara berfikir masih belum matang atau masih perlu 
dituntun dan di didik agar menjadi pribadi yang baik. 
5. Memelihara keturunan: Agar lahir generasi penerus bangsa yang sehat 
maka diperlukan pemenuhan usia yang ideal bagi calon ibu untuk 
melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini perlunya dinaikkan batas 
usia perkawinan supaya calon Ibu dapat melahirkan di usia yang ideal 
dan telah matang alat reproduksi hingga kesiapan tubuh saat 
melahirkan sehingga lahirlah bayi yang sehat dan keselamatan sang 
Ibu juga terjaga maka jauhlah dari kemudharatan. 
Jika dilihat dari segi kandungan mas{lah{ah, pokok kajian ini masuk dalam 
mas{lah{ah al-‘ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan 
orang banyak. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan 
minimal usia menikah untuk mengubah ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU 
Perkawinan dikarenakan terkait penentuan batas minimal usia perkawinan 
adalah ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR). Namun 
mahkamah mengabulkan pembatalan Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan dan 
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meminta kepada lembaga yang berwenang yaitu DPR untuk melakukan 
perubahan batas minimal usia perkawinan pada Pasal tersebut. Hal itu dilakukan 
oleh mahkamah untuk menghilangkan kemudaratan yaitu tindak diskriminasi 
dan pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara. Sehingga mampu 
membawa kemash}lah}atan atau kebaikan bagi warga Negara khususnya kaum 
perempuan. 
Jika dilihat dari segi keberadaanya pembahasan ini masuk dalam mas{lah{ah 
mursalah yaitu kemas}hlah}atan yang keberadaannya tidak didukungsyara’ dan 
tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. Dengan 
dikabulkannya sebagian permohonan oleh mahkamah konstitusi maka akan 
membawa kepada kebaikan atau hikmah tersendiri. Adapun kebaikan tersebut 
antara lain : 
a. Dengan dibatalkannya ketentuan  Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait 
batas minimal usia perkawinan telah menghapus tindak diskriminasi 
karena alasan jenis kelamin. 
b. Telah terpenuhinya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu diperlakukan sama 
di dalam hukum.  
c. Telah terpenuhi hak-hak konstitusional yakni hak pendidikan, hak 
kesehatan dan hak tumbuh dan berkembang sesuai yang telah dijamin 
didalam UUD 1945.  
d. Meminimalisir tingkat perceraian dan perkawinan dibawah umur. 
e. Mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dengan memberikan usia 
ideal bagi calon ibu yang akan menikah. 
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Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi juga 
sesuai dengan pendapat jumhur ulama dalam menerima mas{lah{ah mursalah 
sebagai salah satu metode mengistimbathkan hukum Islam yaitu, kemas}hlah}atan 
dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan zaman. Dengan menggunakan 
kaidah fikih : 
 ْلا ِبْلَج ْنِم َلَْوَأ ِدِس اَفَمْلا ُأ ْرَد ِحِل اَصَم  
“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan 
kemas}hlah}atan”.16 
Dengan cara merubah batas usia perkawinan maka akan mencegah 
kerusakan, yakni jika usia perkawinan tetap pada umur 16 tahun bagi perempuan 
akan menimbulkan berbagai dampak negatif dalam hal pendidikan, kesehatan, 
diskriminasi, dan eksploitasi anak. Sebaliknya, jika batas usia perkawinan 
dirubah dan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Anak maka diharapkan 
dapat mencegah dampak negatif tersebut sehingga tercapailah kemas{lah{ahatan. 
Berdasarkan uraian diatas, keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan 
uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait 
ketentuan batas minimal usia perkawinan telah sesuai dengan teori yang ada 
didalam hukum Islam yaitu mas{lah{ah mursalah‚mengambil manfaat dan 
menolak mudharat. Meskipun pada akhirnya dalam putusan, mahkamah tidak 
menentukan batas minimal usia menikah, namun putusan tersebut merupakan 
keputusan yang terbaik bagi warga Negara khususnya kaum wanita yang telah 
                                                          
       
16
 Abdul Karim Zaidan, Al Wajiz, Terj. Muhyiddin Mas Rida. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
2008). hlm. 38. 
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dirugikan atas berlakukanya Pasal 7  ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. 
Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 7 ayat (1) UU 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atas dasar kemas}hlah}atan, 
dikarenakan mahkamah melihat secara real dilapangan terkait perkawinan yang 
dilaksanakan dibawah umur. Dimana perkawinan tersebut berakibat 
terampasnya hak-hak yang seharusnya dimiliki dan dilakukan sebagai warga 
Negara. Kerugian itu secara nyata menimpa kaum perempuan, baik kerugian 
lahir maupun bathin. Sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi dalam 
menerima permohonan para pemohon uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan atas dasar mas{lah{ah mursalah adalah sudah 
benar, mas{lah{ah sangat peduli dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan 
zaman serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun hukum Islam 
tidak memberikan batasan minimal usia perkawinan secara tegas, namun hukum 
Islam memberikan tolok ukur bagi seseorang yang akan melaksanakan 
perkawinan dengan syarat seseorang tersebut sudah mukallaf. 
Pada dasarnya Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan terkait ketentuan batas minimal usia perkawinan dibuat demi 
kemas}hlah}atan, supaya seseorang yang menikah itu dewasa. Namun perkara 
tersebut sudah berlalu dan seiring perkembangan dan tuntutan zaman pada 
kenyataannya tidak mampu lagi membawa kemaslahatan. Maka perlu diadakan 
revisi terhadap ketentuan Pasal 7 tersebut. Dengan di kabulkannya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas minimal usia 
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Perkawinan bagi perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan diharapkan mampu membawa kemas}lah}atan bagi warga 
Negara sesuai dengan kondisi masyarakat dan tuntutan zaman saat ini. 
76 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian yang telah disajikan oleh penulis diatas dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam membatalkan Pasal 7 ayat 1 
UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas minimal usia perkawinan 
didasarkan pada Pertimbangaan Yuridis dan Pertimbangan 
Sosiologis.Pertimbangan Yuridis meliputi :Putusan MK No. 028-
029/PUU-IV/2006, Pasal 1 angka 3 UU No.39 Tahun 1999 tentang 
HAM, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 28 
C UUD 1945, Pasal 31 ayat 2 UUD 1945, Angka 4 huruf d UUD 1945, 
Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 13 UU Perlindungan Anak, Dokumen 
transforming our world: (SDGs), dan Pasal 16 ayat 1 CEDAW. 
Pertimbangan Sosiologis meliputi : Penghapusan Diskriminasi, 
Pencegahan gangguan kesehatan, memberikan kesempatan pendidikan, 
menghilangkan resiko eksploitasi anak, dan menghilangkan hambatan 
pembangunan universal. 
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas 
minimal usia menikah lebih tepat dengan mas{lah{ah dari segi 
kebutuhan yaitu mas{lah{ah dharuriyat, dasar pertimbangan hakim 
sesuai dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yaitu 
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memberikan solusi kepada pembentuk Undang-Undang untuk 
menyamakan usia perkawinan dengan UU perlindungan anak yakni 18 
tahun. Dengan mengutamakan lima aspek syariat untuk mewujudkan 
kemas}lah}atan. Kemudian dari segi mencari dan menetapkan hukum 
sejalan dengan teori mas{lah{ah mursalah sebab Pertimbangan hukum 
mahkamah untuk memutus perkara terkait batas minimal usia menikah 
tiada lain untuk menciptakan kemas}lah}atan sesuai kebutuhan kondisi 
masyarakat. 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:  
1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR) hendaklah di masa 
mendatang lebih berhati-hati dalam menentukan dan membuat suatu 
kebijakan. 
2. Kepada Lembaga Hukum terkait, hendaklah memberikan sosialisasi 
dan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak terburu-buru menikah 
atau menikahkan anaknya pada usia dini. 
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